
 

 
 
 

 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 32 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 
Menimbang   : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman 

penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan pengawasan pembangunan 
daerah perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 sebagai 

landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 
dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12  Tahun 
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 



 

 

 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46114); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 
 



 

 

 

  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816 ); 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

  19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Yang Berkeadilan; 

 

  20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 

Pembangunan Yang Berkeadilan; 
 

  21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan 

Nomor 28 Tahun 2010, Nomor:  0199/M PPN/04/2010, 
Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2010-2014; 

 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
Lampiran II, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 
 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 34); 

 
 
 



 

 

 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 35); 

 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 

tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang 
Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44). 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015. 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 12), diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:   
 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk: 
a. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P); 

b. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 
 

Pasal 3 

 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan; 
a. menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 

daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekaligus dijadikan tolak ukur 

terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
b. menjamin kerterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

2. Diantara ketentuan Bab II Pasal 3 dan Bab III Pasal 4 disisipkan 2 (dua) 

Pasal baru yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3A 

 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten Tulang Barat Tahun 
2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I : PENDAHULUAN 
b. Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TULANG BAWANG 

BARAT T.A. 2015 DAN PENCAPAIAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

c. Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH 
d. Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

e. Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 
f. Bab VI : PENUTUP 
 

Pasal 3B 

 
Isi berserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 
tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.  
 

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Juni 2015                                

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

 Dto. 

UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal 4 Juni 2015                                  
                  

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 

 

 Dto. 

HERWAN SAHRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 

32 
 



 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum,  
 
 

 
 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


